







































































































































































































































































































































































bersebut baleh atau Hdak dilskukan aleh seorang tenaga pendidik
terhadap anak didiknya. Namun memang harus diakui, hukuman
fislk masih sering dilakukan dengan beberapa alasan:

a. Hukuman fisik merupakan bagian yang penting dalam
perkembangan dan pendidikan siswa.

B, Sava dipukuli ketika maslh menjadi siswa oleh guru dan
orangtua. Sebaliknya saya tidak akan menjadi orang
sepertl sekarang kalau tidak karena gury dan crangiua
saya.

£, Berbeda antara kekerasan dan hukuman fisik untuk
mendidik.’

Kesimpulan

Betapa sulitnya menentukan batasan mengenal tindakan
vang dilakukan oleh para pendidik. Kapan suatu tindakan dikatakan
kekerasan dan kapan suatu tindakan dikatakan hukuman yang
mendidik. Bisa dikatakan batasan yang kurang Jelas serta isi
peraturan yang bersifat ambigu menjadi intl permaszalahanmya.
Andai saja dalam Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen diberikan penjabaran yang lebih spesifik mengenal
bagaimana suatu hukuman dikatakan sebagai hukuman yang
mendidik, pasti para guru akan tahu bagaimana yang seharusnya
meréka lakukan. Mereka dapat menuntut hak menka namun tetap
dibatasi undang-undang yang ada. Dan andai saja dalam undang-
undang perlindungan anak dijelaskan bagalmana suatu hal
dikatakan sebagal kekerasan, maka tindakan sewenang-wenang
yang dilakukan oieh golongan yang tidak bertanggungiawab tidak
akan terjadi. Disinilah tugas para pejabat kita yang duduk di kursi
DPR sangat dibutuhkan,

Melihat beberapa kejadian yang telah terjadi seharusnya
para pejzsbat legislatif harus lebih peka dengan melakukan
pengkalian undang-undang tersebut agar tidak ada plhak yang

i had. 174-12E
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merasa diuntungkan maupun dirugikan, Sebab apabila hal tersebut
dibiarkan akan makin sedikit masyarakat kita yang mau
mengabdikan dirinye menjad] seorang tenega pendidik. Dengan
melakukan perubahan terhadap kedua peraturan tersebut, past
akan memberikan dampak positif bagi para guru di Indonesia. Para
puru akan leblh merasakan kehadiran undang-undang perlindungan
tersebut. Bekerja dengan nyaman tanpa ada tekanan, mengerti
batasan aps yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga
pendidik akan mengembalikan semangat para tenaga pendidik kita
untuk mencerdaskan bangsa inl.

Seperti yang dijelaskan oleh Zainal Agib, bahwa dalam dunia
pendidikan dilarang keras untuk melakukan hukuman yang bersifat
hukuman fisik, maka seorang gury harus mampu menciptakan
inovasi dalam dunia pendidikan. Yaitu cara yang dapat digunakan
oleh para guru untuk tetap dapat menegakkan kedisiplinan siswa
namun tanpa adanya unsur kekerasan seperti penerapan reward
dan punishment bagi para murid yang berprestasi dan yang
dianggap melanggar aturan. Misalkan pada murid yvang dinilai baik
diberikan tambahan nilzi, sedangkan yang berperilaku kurang sesual
diberikan pengurangan nilal, Cara Inl cukup efektf mengingat dalam
dunia pendidikan aspek penilaian sikap perilaku juga dibutuhlkan.
Sekolsh tidak boleh ragu atau bersikap tegas apabila menurut
penilaian, seorang murid memang dinilal tidak layvak untuk naik kelas
maupun lulus sekolah. Selain ftu guru harus berupaya menjadi
tauladan yang balk bagl para anak didiknya serta barupaya bertutur
kata yang baik dan sopan.

D sksl laln, orangtua harus berpiklr jauh ke depan dan harus
instropeksi diri terhadap kenakalan anak mereka. Orangtua sebagai
media sosialisasi primer memiliki peranan yang jauh leblh besar
terhadap tumbuh kembang dan tingkah laku anak mereka.

Hal yang tidak kalzh penting adalah masalah komunikasi.
Komunlkas! yang balk antara tenaga pendidik dengan crangtua
murid haruslah dibangun dengan baik. Para guru tidak hanya
melakukan komunikasi intensif dengan anak didik mereka namun
mereka juga harus mengkomunikasikan segala perkembangan anak
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didlk mereka kepada crangtua yang bersangkutan. Hal Inl bertujuan
agar orangtua juga dapat mengetahui secara langsung tentang
perkembangan anak mereks. Dengan mengetahul hal tersebut
diharapkan orangtua akan lebih selektif dengan segala aduan dan
laporan yang disampaikan oleh anak mereka,

Berdasarkan kesimpulan serta saran yang telah diberikan,
diharapkan peristiwa serupa terkait banyaknya guru yang
dipenjarakan dapat teratasi. Sudah saatrya untuk saling Introspeks|
diri untuk menjadilebih baik.
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Daftar Pustaka

Perundong-Undongan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Guruy
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Inbernet
https://id wikipedia.org/wik|/Sosialisasl, Diakses pada 5 September
2016

http://news.ckezone.com/read/2016/06/10/65/1411507 /plt-
ketua-umum-pgri-saya-marah-ada-guru-dipenjarakan. Diakses
pada tanggal 6 September 2016,

http://jambl.tribunnews.com/2016/07/02/sambudi-pak-guru-
yvang-disidang-karena-mencubit-siswanya. Diakses pada tanggal 6
September 2016

Buku
Agib, Zainal. 2011. *Pendidikon Korakter, Membaongun Perifoku
Positf Anak Bangsa”, Bandung, Yrama Widya.
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Huhuman Mati dan HAM
(Paradoks Hubuman Mati di Indonesia)

AA. Ngurah Made Pandu Prabawa

Pengaertion HAM

Hak asasi manusia, menurut Undang—LUndang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperongkot hak
yang melekat podo hakikat dan keberodoon monusio sebogoi
mahkiuk Tihan Yong Moha Esa dan merupakon anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjurg tinggi don dilindungi oleh negorao,
hukum, pemerintoh, don setiop orong demi kehormotan serto
perlindungan harkat dan martabot manusia™, Hak asasi manusia
adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia dan dibawa
sejak manusia itu ahie. Hak ini harus dihormati oleh setiap manusia
lainmya, Oleh sebab [tu, pemerintah Indonesia melalul pendekatan
instrumental, berupaya menghadirkan hukum sebagal upaya
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia telah meratifikas]
ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2005 Tentang Pengesahaninternatiomal Covenant Omn Ciwil And
Political Rights”" yang disertal dengan deldarasi terhadap Pasal 1
Tentang Pengesahan Kowvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
{Institute for Criminal Justice Reform, 2012)". Hal Inl membuktikan
bahwa pemerintah sangat serius dalam melindungl hak asasi
manusia, yang menurut ICCPR’, hak asasi manusia dalam Hak Sipil
dan Politik Ini meliputi hak hidup, hak bebas darl penylksaan dan
perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja
paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas
kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan

| dred g dradng Ko, 8 Ta=un 15993 Teniang Hak 1] hear usa

" €yt i | s bani | T SEasg Ha b-Hak S pd Dan Paltic

1 ik “biergenel Eoveran internascrel ek Spd des Poltic® celsm . Dlakass peda 54 Mol
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perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berplkir,
berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan
berekspresl, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk
turut serta dalam pemarintahan.

Undamg-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia inl merupakan dasar hukum yang digunakan untuk
menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Di dalam
Undang—Undang Nomar 35 Tahun 1993 inl disebutkan balwa hak
asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kadrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, aleh karena itu
harus dilindungi, dihermati, dipertahankan, dan tdak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun,

Mamun, pada penilaian tertentu, semangat undang-undang
inl sangat kontradiktif dengan adanya penerapan sanksi pidana
berupa ancaman hukuman matl yang masih diterapkan di dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga muncul
pertanyaan, bagaimana kita harus meletakkan UL HAM tersebut

dalam hubungannaya dengan perundangan-perundangan yang lain,
yvang nampak memiliki semangat vang justru bertentangan?

Hubkum yang Kontradilti

Indonesia adalah negara hukum. Pada alinea ke empat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa,
“L..pemerintah memiliki tanggung jawob untuk melindungi segenap
bangsa Indonesie dan seluruh tumpoh darah Indonesis,..” Skstem
hukum dan peradilan Indonesia dibentuk untuk memberikan
batasan—batasan guna menghindar] terjadinya gesekan
kepentingan antar masyarakat. Hukum merupakan perwujudan
Instrumen yang dibentuk untuk melindungl hak-hak setiap warga

negara Indonesia dari adanya penyimpangan—penyimpangan, serta
untuk mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan yang selalu

mengalaml perubahan darl segl kuantitas dan kualitas. Namun
hukum sebagai dasar poliik hukum Indonesia masih dinilai
kontradiktif dalam konteks melindungl hak asasi manusia terkhusus
hak hidup masyarakat. Pasal 28] ayat (1) UUD "45 (Amandemen
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Kedua) menyatakan: “hok untuk hidug, kok untek Hdok disiksa, hak
kemerdekaan pikiran don hoti nurani, hak berogoma, haok wntuk
tidak diperbudek, hok untuk diokul sebagal pribadl dihodopon
umum, dan hak untuk tidok dituntut otas dasar hukum yang berfaku
surut odolah hok asasi manusia yong tidok daopat dikurang! dalom
keadaan apapun”,

Hal tersebut sejalan dengan nilai=nilai moral kehidupan
bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila kedua yaitu
Kemanuslaan Yang Adil dan Beradab. Namun, hal tersebut tidak
sesuai dengen adanya penerapan hukuman mati yeng disahkan
dalam peraturan perundang—undangan di Indonesia. Di dalam
hukum positif Indonesia, hukuman mati menjadi suatu bentuk
hukuman yang sah menurut Pazal 10 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan
Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sebagai berlkut:

a. Pidana Pokok:

1. Hukuman Mati

2. Hukuman Penjara

3. Hukuman Kurungan

4. Hukuman Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

2. Perampasan barang tertentu

3. Pengumuman keputwsan Hakim

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dengan jelas disebutkan bahwa hukuman matl merupakan salah
satu Pidana Pokok. Hukuman mati diberikan kepada pelaku
kejahatan yang tergolong kejahatan |uar blasa (extroordinary-
crime). Selain itu, di dalam perundang-undangan Indanesia,
menurut rilis Kontras' pada tshun 2007 terdapat 11 (sebelas)
peraturan perundang-undangan yang masih menerapkan pldana

* Egfahaiaet bod blasa wang levencars dus e s smun gl
" famtrad indalak Bemibl otk Srasg H i ng Sas Korbin Tindak Kekarusas,
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hukuman mati, sebagal berikut:

Tabel 1

Perundang-undangan Rl yang Mermiliki
Ancaman Pidana Hukuman Mati
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Hal inl menjadl bukt bahwa penerapan hukuman mati dl
Indonesia dinilai inkonstitusional. Ini tentu saja menimbulkan
dilema terhadap perfindungan hek hidup para pelaku kelahatan.
Apabila kita mengingat kembali pernyataan dalam Pasal 281 ayat (1)
UUD "45 (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak untuk hidup
tidak dapat dikurangl dalam keadaan apapun, maka penerapan
hukuman mati menjadi suatu yang perlu dipertanyakan karena
bertentangan dengan pasal tersebut.

Dampak Hulrum yang Kontradiltif

Peraturan perundang—undangan yang kontradiktil menjadi
dilerna dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, meskipun di
dalam pasal 2Bl ayat (1) ULUD 1945 (Amandemen Kedua)
menyebutkan hak untuk hidup bagl setiap orang. Hal tersebut
menjad|i rancu ketika terdapat 11 (sebelas) peraturan
perundang-undangan di bawahnya yang masih menerapkan
ancaman hukuman mati sebagal sanksl hukum (Badan Pekerja
Kontras, 2007).

Hukuman mati merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak
asasl manusla tentang hak hidup seseorang. Hukuman mati
diterapkan dengan alihalih pemerintah untuk menyelamatkan
kelangsungan hidup bangsa dari ancaman luar biasa dalam
beberapa bentuk kejahatan tertentu. Hal inl diperkuat dengan
pernyztaan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan
Harl Anti Markoba |mternasional di [stana Negara Jakarta 30 luni
2006, seperti banyak dikutip media: "Sowdora Ketwa Mohkaomah
Agumg, soyo sendir, tentu memilih untuk keselomatan bangso dan
negarg kita, memilih keselomoton generasi kito, generasi mudo kito
dibandingkan memberikan grasi kepoda mereka yang
menghancurkan mase depan bangsa”,

Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk
menjadikan hukuman matl sebagal salah satu upaya terakhir guna
pemberantasan kejahatan yang tergolong ke dalam extroordingry
crime atau kejahatan luar biasa. Namun penerapan hukuman mati
dinilal kontradiktl dan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang
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akan memberikan dampak negatif terhadap kehldupan sosial
masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan bervarizsi dan tidak
akan sama dalam setiap kasus.

Penerapan hukuman mati dalam kasus radikalisme dan
terorisme hanya akan menjadi api yang menyulut perjuangan kaum
radikal lainrwa. Hal inl dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan
yang disampaikan oleh |wan Dharmawan alias Rois, ketika divonis
hukuman mat oleh majells hakim Pengaditan Negeri Jakarta Selatan
pada 13 November 2005": “Saya tidok kaget dengan vanis ini karena
sayo sudeh menyangka sefok awal saya menjodi terdokwao. Sayo
menolak vonis ini koreno dijotuhkan oleh pengodifan setan yang
berdosarkan hukum setan, bukon hukum Alleh. Koloupun soya
dihukurm matl, berarti sayo moti syohid”,

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Abdurahman
Ayyub Staf Ahli BNPT' dalam kuliah umum di Akademi Kepolisian
{Apustus 2018) yang menegaskan bahwa, "pelaku terorisme
terdoktrin untuk tidak takut mati dan mati syahid akan membawa
seorang pelaku terorisme menuju ke surga untuk bertemu para
bidadari. Selain itu teroris terdoktrin untuk meledakkan diri
bersama—sama bila terpojok.” Hal inl membuktikan bahwa hukuman
mati akan berangsung siz—sia bagi para pelaku terorisme dan hanya
akan menjadi api dalam upaya pemberantasan tindak terorisme di
Indonesia tersebiut.

Hukuman mati di Indonesia masih dinilai bias kelas, dan
diskriminatif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diolah
penulis yang bersumber dari data olahan Litbang KontraS, sebagal
berikut:

' Fermman  Terpidana Mot A pengebeman Eedules Sunml O aees gl 9
Sapirmbar 2OH stas nsma b resen sl Ao g Sl p el em “Fracek ok rar Methd indomenie®,

Baiiam Peberia Lontral, 3-Diceher 2007
* Sl A AL LEFIE YO el 19 Wl perpng ke daln NI Aceh. dan eshagal
shrrplan 1 durtrale
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Tabel 2
JUMLAH KASLS DENGAN ANCAMAN VONIS HUKUMAN MATI

MO DM KASLIS TEREESTELS
1 MARKDTIER L3 arsng
3 FEMBLINLHAN 57 arang
3 TERCRISME 4 arang
& | xoRurs 0 arsrg

Sumber: dioloh oieh penwlis dori berbogol mecam sumber, terutama
Kontras. KontraS sendirl juge mengolohnya darl berbogo! swmber
informasi mungiin tidok akural koreng dote femiong hukuman mati di
Indonmesio Hdok terofu terbuko,

Data vonis matl tersebut menunjukkan ketimpangan., Kasus
korupsi termasuk ke dalam kejahatan extroordingry crime. O dalam
Undang—Undang Mo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Korupsl, terdapat ancaman vonis hukuman mat! bagl pelaku korupsi.
Kasus korupsi di Indonesia bukannya tidak pernah ada, namun di
Indonesia tidak permah tercatal kasus korupsi yvang pelakunya
dijatuhi dengan vonis hukuman mati, Hal ini menunjukkan
penerapan hukuman mati di indonesia masih dinilal bias kelas dan
diskriminatit.

Sistern peradilan Indoneslia dinllal masih belum mampu
menerapkan hukuman mati. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 jo Pasal 14
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, negara yang
masih menerapkan hukuman mati secara mutlak harus
memberlakukan prinsip fairtriof’. Namun, menurut penelitian yang
ditakukan oleh ICIR™ (2015) melalul analisls terhadap putusan
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggl, dan Mahkamah Agung
ditermukan beberapa kesimpulan yang membuktikan bahwa proses

Fair i miadah slet ujl yeng harus Slskaties pads praktek pEedsn dimsm seseomng
dituntatdengan hikurean rosl sk menzen b hak=-hah bepsdanamatl

A it T vl JLibese Moy, g el EDN, L pun s be priiagn kol [naspesntasn
yaryg e intaskan it seds rebor i dstem pecsddan pidans dan rukom pad rya- o Ird
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peradilan terhadap tersangka/terdakwa hukuman mati belum
memenuhi standar penjatubhan hukuman mati secara intermasional,
yaltu:

4. Pada dasarnya hukum acara pidana di Indonesia tidak
membedakan standar proses peradilan bagi
orang—orang yang diancam pldana mati,

b, Masih ditemukannya permasalahan penerapan prinsip
Jairtrial dalam peradiian pidana di Indonesia, khusus
bagi tersangka/terdakwa vang diancam hukuman mati,

€. Problem administratif dan masih diuvtamakannya
kepentingan formil pada pencari kebemaran materil
sangat kental dengan dikeluarkannys beberapa aturan
oleh Mahkamah Agung.

Selain tu, sistem peradilan Indonesla juga dinilal belum
dapat menerapkan hukuman mati secara adil. Sistem peradilan
Indonesia dinilai tidak independen dan belum bersih. Lembaga
Pemasyarakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak
pelaku kejahatan yang dapat menembus lemahnya prosas hukum di
Indonesla. Bahkan tidak Jarang ditemukan aparatur negara yang
terlibat dalam melancarkan aksi-aksi para pelaku kejahatan. Para
pelaku kejahatan yang sedang menjalankan masa hukuman bahkan
dapat menjalankan kejahatannya darl dalam lembaga
pemasyarakatan. Pada tanggal 1B Agustus 2016 seorang kurir
narkoba berinisial LAPD tertangkap sedang menyelundupkan
narkoba ke dzlam lapas yang dipesan melalul telepon genggam
salah satu tersangka berinisial RD. RD juga memerintahkan LAPD
mengirimkan paket sabu ke 16 tempat di Yogyakarta dan Klaten.
Pemasok barang sendiri adalah E5G yang ditangkap di Klaten, Jawa
Tengah". Selain itu, masyarakat Indonesia juga sempat tercengang
ketika beredzr berita bahwa terdakwa kasus korupsi Gayus
Tambunan kedapatan sedang menonton Commonwealth Bank

= "Lkl Lempor Raba ke Lopan Kk Nbayor Bp 500 RS, wers repubilin co ld, diskses 19
Agang M
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Tournament of Champiens di Nusa Dua, Ball, beberapa waktu lalu®,

Ketimpulan Terbulka

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang harus
dihormati oleh manusia lainnya. Pasal 28] ayat (1) UUD 1945
[Amandemen Kedua) menyatakan babwa hak hidup adalabh hak
mutlak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Namun hal
tersebut bertentangan dengan adanya penerapan hukuman mati di
Indonesia yang secara konstitusional dinyatakan sah dalam
undang—-undang aleh Mahkamah Konstitusi, Lalu timbul pertanyaan
besar: untuk siapakoh Hak Asasi Maonusia? Apakah benar semangat
konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28] ayat (1) UUD 1945
[Amandemen Kedua) bahwa hak hidup adalah mutlak, sementara
hukiman mati diterapkan di Indonesia? Lalu bagaimana hak hidup
pelaku kejahatan yang divonls hukuman mati? Apakah benar, bila
batas toleransi hidup secrang pelaku kejahatan, manusia yang
menentukan? Apabila menurut hukuman mati dinyatakan
konstitusional, benarkah kematian seseorang ditentukan oleh
manusia, bila dikaji dari nilai kemanusiaan yang hidup dalam

masyarakat?

‘mmwuummnmmwu-uuul
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Waduk Pluit: Siapa yang Melanggar HAM?

Iimam Dipsa Maulana

Tindakan pemerintah Provinsi DKl Jakarta yang
menormalisasikan Waduk Pluit menimbulkan polemik damn
kericuhan, Warga menuding Pemerintah Provins telah melakulan
pelanggaran HAM terhadap wargs sekitar Waduk Pluit. Sementara,
Basukl Tlahja Purmama atau blasa kita kenal dengan sebutan Ahok,
yang saat itu masih menjabat sebagal Wakil Gubernur DKI Jakarta,
mengatakan warga tersebutlah yang melakukan pelanggaran HAM,
karena menduduki tanah yang bukan miliknya'.

Tapi sebelum lebih jauh berbicara tentang yang mana pihak
vang melanggar HAM sebenarnya, mari kita lihat apa itu pengertian
hak dan HAM ttu sendiri. Secara definitif, "hak® merupakan unsur
narmatif yang berfungsi sebagal pedoman berperilaku, melindungl
kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalam menjaga harkat dan martabatnya,' Sementara, hak asas
manusia adalah hak yang dimilikl oleh manusia karena semata mata
ia adalah manusia, hak asasi manusia diperoleh manusia sejak lahir
sampal akhir hayat. Hak asasi manusia melekat selama manusia
masih hidup.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh, Ada dua teori
yang berkaitan dengan perolehan hak vaitu teorl McClaskey dan
teori Joel Feinberg. Menurut teari McCloskey dikatakan bahwa hak
itu adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan.
Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dikatakan bahwa hak diperoleh
dan disertal dengan pelaksanaan kewajiban, Itu berart hak dan
kewajiban adalah berhubungan dan dua hal yang tidak biza
dipisahkan dalam pelaksanaannya.

" Eimber diambil dan barka vang Sieyangha® Paie SCara S Indodesis tas gt o
wenlube bige ooty befppantlen L TE, didkie L Ped 3033,

i 100N UIN jaiearta, “Demaknon, Wok Arosl Monisis den Monosiot Modonl®. jakarta,
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John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta
sebagal hak yang kodratl. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat mencabutiya. Hak ini sifatnya sangat
mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan
merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas darl dalam
kehidupan manusia.’

Dalam Undang-Undang Nomar 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manesio (HAM)
adalah seperangkat hok yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusio sebogai makbiuk Tuhan Yong Maha Eso dan merupokan
onugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilimdungl oleh negoro, hukum, pemerintah dan setiop orang demi
kehormatan serta perfindungon harkat don martobat manusio®,

Berdasarkan beberapa rumusan HAM tersebut, diperoleh
suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada
diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu
anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh
setiap individu, masyarakat stau negara. Dengan demikian, hakikat
penghormatan dan perlindungan terhadap HAM lalah menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi
keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan
umum.

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) adalah sesuatu vang wajlb
dilakukan cleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Istilah
kewajiban asasi manusia tidak begitu dikenal dibandingkan dengan
istilah hak asasi manusia bahkan sering dilupakan orang.’ Kewajiban
asasi manusla merupakan bentuk pembatasan atas Hak Asas
Manusia (HAM) yvang dapat sebagai sumber munculnya sifat
egoisme individu. Sering kali orang hanya menuntut hak namun lupa

* gl Efend, "D oan Ditamba Hab A Moo 20'05 Hallim Nasiaea! om
Mtermawona”, |akerts, Shislks indoneis 1504, Bl 5.
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bahwa Juga memilikl kewaliban untuk menghormat] hak asasi crang
lain." Terkadang banyak orang yang hanya menuntut hak mereka
tanpa mengindahkan kewsajiban yang sebenarnya mereka millki dan
harus mereka laksanakan, dengan tameng hak asasi manusia dan
dengan marakmya isu-isu hak asasi manusia belakangan ini, hal
tersebut seringkall disatahgunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1599 Tentang Hak
Asasl Manusla Pasal 70 disebutkan bahwa “Dalom menfalankan hak
dan kewajiban, setiop orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan oleh undang-undaong dengon maksud wntuk menjomin
pengokuan serto penghormeton otos hak don kebebasan orong lafn
don untuk memenuhi tuntuton yong odil sesuai dengan
pertimbangan moral, keaomanon, dan ketertiban umum dolem suaty
masparokat demokratis.”

HAM ity penting bagl kita karena mereka melindungl hak
kita untuk hidup dengan harga diri, yaitu hak untuk hidup, hak atas
kebebasan dan keamanan. HAM adalzh alat untuk melindungi
manusia dari perilaku kekerasan dan kesewenang-wenangan.
Mamun, bagaimana jika HAM ftu hanwa dijadikan sebagzsi tameng
untuk mendapatkan apa yang kita mau? Bukankah kita juga mermilik]
kewajiban asasi yang harus kita laksanakan? Kewajiban yang kita
harus jalankan untuk melaksanakan tugas sebagal manusia
contohnya, Jika memeluk agama itu baglan dar hak, maka sudah
seharusnya kita bertoleransi antar beragama sebagai kewajiban kita.
Tapi kenyataannya masih banyak konflik agama vang terjadi d
sekitar kita. Kita mempunyai kewa[iban sosial atas dasar norma dan
tingkah laku ingkumgan sosial, keryvataannya masih ada konflik antar
suku di sekitar kita.

Hak dan kewallban yang tidak seimbang dalam kehidupan
bermasyarakat akan menimbulkan kesenjangan sosial df dalammya.
lika kesenjangan sosial itu dibiarkan dan tidak ads yang peduli
terhadap hal tersebut, maka tidak cuma masyarakat itu yang terkena
dampaknya, akan tetapi negara juga ikut terkena dampakmnya. Jika
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warga negara terus dalam konflik dan tidak punya rasa persaudaraan
satu sama lain serta tidak saling menghormati dan saling menjaga
skan berakibat runtuhmya rasa persatuan antar masyarakat. Jka
berkelanjutan maka akan berdampak menimbulkan citra yvang buruk
di mata negara-negara lain,

Lalu, bagaimana dengan kasus yang sudah lama terjadi
seperti kasus Waduk Pluit yang sampai sekarang masih belum jelas?
Slapa vang melanggar HAM, warga atau Pemerintah DKI? Sampal
sekarang, Komnas HAM sendiri nampaknya belum memiliki
ketegasan sikap, dan publik belum tahu bagaimana konflik ini akan
berujung.

Kasus Waduk Pluit tentu saja sangat mengkhawatirkan. Ini
adalah fakta brutal, fakta yang ada dan sungguh membahayakan
kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jim Caollins,
dalam buku best selfer-nya, "Good To Greot”, memberi istilah the
brutal focts bagi fenomena semacam itu. Brutal focts, yang
dimaksudnya, adalah suatu fakta yang negatif, yang sangat
membahayakan keberlangsungan [sustoinability) suatu kehidupan
komunitas.”

Dleh karena [tu, penulis akan membahas tentang
bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap tindakan para
penuntut hak tanpa menyeimbangkannya dengan kewajiban.
Penulis akan menyuguhkan beberapa teori terkait perwujudan
keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tentang Wadulk Plult

Mormalisas! Waduk Plult adalah untuk mencegah banjir
berkelanjutan di Jakarta. Luas Waduk Pluit awalnya BOha, tetapi
karena proses sedimentasi maka mengalami pendangkalan selama
puluhantabhun. Okeh karena itu orang yang tidak mempumai tempat
tinggal membangun rumah di daerah pinggiran waduk, rata-rata
rumah mereka non permanen. Karena tidak digusur dan tidak
adanya peringatan dari pemerintah setempat, mereka mulai

" Ittt nernpo oo ad el oy ROL A LTS LS upre ey -Fad aia s Kewafardaaal

POLIS & TAMTANGANHAM DM INDOMESLE - 138



memperkuat pondasl rumah mereka dan membangun rumah
menjadi semi permanen hingga permanen dengan melakukan
penguatan pondas| tanah waduk,

Pemerintah jaman dahulu melakukan pembiaran schingga
masyarakat yang bermukim di kawasan Waduk Pluit terus
bertambah. Warga yang berada di sana terus berkembang sehingga
membangun banyak rumah permanen baru dengan tanah waduk.
Akhirnya banyak Juga pengusaha yang memanfaatkan kondisl
tersebut dengan menjual tanah tersebut dengan inisiatif sendiri.
Dan pemerintah pada saat itu tidak melakukan apa-apa karena
tempat itu dianggap tidak penting sebagal bagian dari aset
pemerintah.

Pemikiran Joko Widodo yang saat Hu masih menjabat
sebagal Gubernur DK| Jakarta untuk melakukan normalisasi Waduk
Pluit dengan melakukan pengerukan dan memperiuas tampungan
air di waduk tersebut. Dengan itu diharapkan dapat mengurangi
dampak banjir. Pemerintah ingin mengemballkan area waduk
sebagai kawasan resapan alr sehingga dapat mengurangi dampak
banjir yang sering melanda Kota lakarta. Pengendali banjir Jakarta
selama inl harya mengandalkan saluran Kanal Barat yvang dirimtis
Belanda. Semula, Waduk Pluit seluas B0 hektar menjadi bagian dari
sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan
pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk
berkurang drastis.”

"Perlu maengembalikan fungsl waduk agar dapat
menampung air dalam jumiah besar sehingga air dari arah selatan
[hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus
mengandalkan Kanal Barat, lakarta akan selalu terancam banjis,”
kata Wakil Gubernur DKl Jakarta Basukl Tjahala Purnama
(05/18/2013 kompas.com)”

Pemprov DKl mengzalokasikan anggaran untuk proyek ini
hampir 1 trillun ruplah. Anggaran yang dimaksud untuk
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pembangunan sheet pife (dinding beton) sebesar 190 millar ruplah
dan biaya pengerukan waduk dianggarkan 800 miliar ruplah™. Akan
tetapl warga tetap menolak rencana normalisasi waduk tersebut
dengan alasan pelanggaran HAM.

"Aksi penggusuran tersebut ditolak oleh warga karena
sebagian besar warga menginginkan agar Gubernur Jokowi
memenuhi janjinya, tidak akan melakukan penggusuran sampai ada
kepastian seluruh warga memperoleh tempat tinggal yang bary,”
kata Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2013),"

“Yang dituntut warga adalah penjelasan penggusuran untuk
apa? Apa kepentingan publik atau swasta. Mulai dari AT sampai
lurah tidak bisa beri penjelasan sehingga warga keberatan dengan
penggusuran yang tdak jelas peruntukannya,” ujar Ketua Komnas
HAM, Siti Noor Lalla dalam konferensi pers di kantornya, Jalan
Latuharary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5)."

Hasil pengamatan penulis adalah jika tempat tinggal mereka
digusur maka sebagian besar atau semua mata pencaharian mereka
akan hilang terutama untuk pedagang, pengusaha, bahkan sampai
cale tanah, Mereka [uga akan kehllangan rumah yang telah meneka
buat bertahun-tahun sampai jadi permanen. larak antara kantor,
sekolah, atau tempat usaha menjadi jauh sehingga secara psikologis
kondisi inl membuat mereka tdak nwaman karena perubahan
lingkungan yang baru jika mereka harus pindah rumah, Hal ini yang
rmarm buat urusan tanah menjadi urusan yang sensitf

Sedangkan dari perspektif Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
saat Itu, warga melanggar HAM dikarenakan tanah yang mereka
tempati adalah tanah pemerintah.

"Kalau ada sekelompok orang menduduki tanah orang, itu
melanggar HAM orang nggak? Yang melanggar HAM itu siapa? Yang
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punya tanah dong. Nah, sekarang kami melanggar HAM dari mana?
Coba lihat di Marunda, sampai kulkas, TV, kita kasih," tutur Ahok di
Balal Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin
{13\/5\/2013)." Ahok menjelaskan, Pemprov merelokasi bukan
tanpa solusl. Rusun hingga isinya pun disediakan untuk relokasi bagi
warga yang mendudukl tanah di ‘Waduk Plult secara llegal itu.
Mamun, warga Waduk Pluit malah meminta macam-macam, tak
ingin menghuni rusun hingga ingin hak milik bagl tanah ataw rusun
penggant.”

"Lalu kami mau pindahkan mereka, kita kasih rusum, dia
tolak, minta bagi lahan, Apakah itu yang namanya HAM? ladi
pengertian hak asasi manusia mest diukur dulu. Karena orang
datang mau pukul saya, mau bunuh sava, kalau saya tidak melawan,
saya terbunuh, lalu kamu cuma bilang turut berduka cita? Tapi kalau
saya bunuh mereka, kamu bilang saya melanggar HAMT Jadl must]
jelasyang melanggar HAM itu seperti apa ™

Posisi Warga di Mata Hukum

Menurut analisis yang penulis lakukan, posisi warga
menurut hukum adalah salah. Karena mereka menempatl lokas)
waduk secara ilegal, dengan sengaja melakukan penyempitan
waduk (penimbunan dan penguatan tanah), dengan kata lain warga
telah mendudulki aset pemerintah daerah tanpa (zin dan tanpa surat
dan dokumen resmi (sertifikat tanah). Sehingga tidak ada dasar
hukwm yang bisa mambuat mereka beralasan untuk dapat bertahan,
[lka mereka diadili menurut hukum akan kalah.

Penyempitan waduk tersebut adalah salah satu penyebab
bainjir di lakarta dan oleh karena itu pemerintah akan menggunakan
daerah tersebut untuk menampung alr, efeknya banjir akan
berkurang dan bahkan dapat teratasi dengan baik. Roda ekonami di
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Jakarta tidak terhambat oleh ban|ir dan jalanan tidak tergenang alr
saat hujan,

Dalam poper yang ditulls oleh hwan lrawan dalam studi
kasus proyek Woduk Pluit dori Perspektif Hukum Agraric
menjelaskan dilema yang dihadapl Pemerintah DK| Jakarta dalam
menuntaskan kasus Waduk Pluit:

“Dilema yang dikadapl Pemproy DK lakarts dalam melakeanakan
tanggung jawab penyedizan fasilitas publik bagl rakyatnya dengan
berbegal skses yang tdak dikehendaki, seperti penggusuran
paksa terhadap sebaglan warga sebenarnya bukan dihadap) di
Indonesia saja. Yang membedakan satu sama lain adalah definis|
kepentingan umum yang dipakai sebagal dalih dalam melakulkan
penggusuran dan ada Gdaknya kemitmen tegas pem erintah untuk
melindungl dan mensgakkan hak-hak semua rakyatmye untuk
penghidupan yang layak. Secara yuridis pengakuan dan
perlindungan terhadap hak millk perorangan atas suatu benda
termasuk tanah telah diatur dalam pasal 36 Undang Undang No.
35 tahun 1959 tentang HAM yang berbunyi: (1). setap orang
berhak mempunyal millk, balk sendifd meupen bersama-sema
dengan orang lain dermni pengembangan difimya, bangsa dan
miasyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; [2) tddak
seorangpun boleh dirampas milllnya dengan sewenang-wenang
dan melawan hukum; [3] hak milik mempumyzi fungsl sosial. Hak
asas| manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekst
pada dirl manusia dan bersifat universal karena itu harus
dilindungl, dihormatl, tdak beleh diabalkan, dirampas oleh
siapapun, Ini berarti setiap orang barkewajiban menghormati hak
a=as| orang lain, kewafiban inl berlaku pula bagl negara untuk
mengakui, melindungl dan menjamin HAM rakyatnya tanpa
diskriminasi®*.
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Menurut penulis apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta
tidak sepenuhnya salah dan juga tidak dapat dikatakan sebagai
pelanggaran HAM, karena tanah yang mereka tempatl sudah |elas
milik negara, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan
individu, Hal yang memperburuk keadaan adalah warga bukan
hanya membuat rumah semi permanen di waduk tetapl juga rumah
permanen atau bisa disebut rumah mewah. Warga juga sempat
mengadu kepada Komnas HAM dan membuat Ahok gusar dan
menyebutkan siapa sebenarnya yang melanggar HAM, apakah
Pemerintah DKI lakarta atau warga yang secara llegal mendudukl
tanah negara?

Seperti yang dikutip dari wawancara antara Ahok dengan
maedia berita online detikNews mengenal Waduk Pluit:

"Saya hargal Komnas HAM. Makanya kita Ini setelah reformasl
bicara HAM, ini jadi buyar. Kalau ada sekelompok orang
mendudukl tanah orang, Hu melanggar HAM orang nggak? Yang
melanggar HAM itu siapa? Yang punya tanah dong. Nah, sekarang
kami melanggar HAM dari mana?
Coba |(hat di Marunds, sempal lulkes TV kit kasih. Wakitu mau
mendaftar, orang yang mau mendaftar diusic Ada sekelompok
orang menolak, menghadang warga untuk tnggal di rusun,
memaksa warga tetap tinggal di Waduk Plult. Nah Inl melanggar
orang Ini nggak? Melanggar HAM,
Laly lami mau pindahken mereka, kits lasih rusun, dia tolak,
minta bagl lahan. Apakah itu yang namamma HAM? Jadi pangertian
hak asasi manusia mesti diukur dulu, Karena orang datang mau
pulud saya, mau bunuh saya, kalau saya tidak melawan, saya
terbunuh, &l kamu cuma bllang turut berdubka clta? Tapl kalad
saya bunuh mereka, kamu bilang saya melanggar HAMT Jadi musti
jelas yang melanggar HAM itu seperti apa.™"’
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Ketimpulan

Dengan adarya bebagal macam permasalahan tersebut,
proyek normalisasi Waduk Pluit menjadi terhambat, banyak warga
yang menolak perpindahan tersebut dan meminta gant! rugl yang
barjurnlah besar. Warga bahkan sempat mengadu kepada Komnas
HAM dan diberitakan diberbagai media.

Pemerintah memang harus melakukan relokas) Waduk Plult
karena jika ditinjau dari segi kemanfastannye waduk tersebut dapat
mengatasi beberapa masalah banjir yang melanda Jakarta mulal darl
daya tampung alr sampal resapan alr. Dan juga memang tanah
tersebut adalah tanah milik pemerintsh dan sudah seharusnya
pemerintah menggunakan tanah tersebut untk kepentingan umum.
Warga juga harus mengerti bahwa tanah tersebut bukanlah tanah
mereka meskipun mereka telah menghunl tanah tersebut selama
bertahun-tahun dan harus pindah dari lokasi tersebut.

Dan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk memberikan solusi bagi warga yang bertempat tinggal di
Waduk Pluit untuk bertempat tinggal di tempat yang baru. Dalam hal
Inl pemerintah memang telah menyediakan tempat penggant
namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga
banyak warga yang belum mendapat tempat tinggal. Apabila
pemerintah tidak mau mendapatkan kritlk sudah seharusnya
bersifat tanggap dengan hal tersebut dengan melakukan berbagal
macam pendekatan untuk memenuhl kebutuban warga.

Sudah seharusnya dewasa inl masyarakat diberikan
pengertian bahwa menempati lahan milik negara apalagl lahan
tersebut memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan orang
banyak adalah melanggar hukum. Oleh karena ltu peran semua
pihak baik pamerintah, LSM, bahkan kepolisian membantu
menyampaikan hal tersebut sehingga kedepannya terwujud
ketertiban di dalam kehldupan masyarakat,
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HAM dan Penanganaon Pelanggaran
Hubum Anak

M. Faiz Faisal

Modernitas telah memberi dampak positif maupun dampak
yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia.
Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu
ke[ahatan mengalami perubahan darl segl kualitas dan kuantitas.
Kualitas kejahatan pada raman sekarang ind semakin berubah dar
segi motif maupun sarana prasarana yang dipakai untuk melakukan
kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang inf adalak
tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan
adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak.
Pada masa sekarang Ini marak sekall berbagal tindakan-tindakan
menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak
hanya dikategorikan sebagal kenakalan yang wajar, namun sudah
mengarah dalam tindak kejahatan, sepert mencuri, tawuran,
berkelahl, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan kainnye
yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak
maupun orang lain di sekitarnys. Banyak sekali anak-anak yang
melakukan tindak kekerasan dan dijebloskan ke dalam penjara, atau
rumah tahanan dan seringkali mereka diperfakukan selayaknya
orang dewasa’. Menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan
anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis,
dianggap sebagal pesakitan, dan sering dijulukl “bibit penyakit
masyarakat”, Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah
suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikuensi anak
diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-
et khusus dari bagian KUHP dan/atau tata peraturan perundang-
undangan. Peradilan khusus bagl anak diadakan guna mengatasi

¢ leapy P graganiu b ogisel. ey 2008 08 s ksl Bt bag- ek m 1 berer 108
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permasalahan tindak pidana yang dilakukan ocleh mereka yang
masih termasuk golongan anak-anak dilingkungan peradilan umum.
Fenomena memprihatinkan yang turut mengemuka pula, adalah
keterlibatan anak-anak sebagal pelaku kekerasan. Sasarannya bisa
orang dewasa dan anak-anak, Perkelahian pelajar, tindak kejahatan
dengan kekerasan, pelecehan dan perkosaan, merupakan sebaglan
contoh kasus kekerasan yang dilakukan. Oleh karenanya, perlaluan-
perlakuan terhadap mereka tidak pula berbeda ketika
memperlakukan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerazan.
Inipun masih dijurmpal di dalam proses hukum yang berlangsung.
Ditengah masih rendahnya perhatian, patut dicatat dan dicermati
beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hulkwum
atas kasus kekerasan seksual di mana sang korban dan pelakunya
adalah anak-anak.

Pembefaan terhadap anak korban kekerasan yang telah
menjadi gerakan kolektif yang melibatkan organisasi/aktivis hak-hak
anak dan perempuan serta telah menjangkau secara |uas elemen-
elemen kemasyarakatan lainnya, sering kali tergelincir dan
mengabaikan sang pelaku yang notabene juga anak-anak. Konvensi
Hak Anak memberikan jaminan perindungan (khusus) terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini terkandung dalam
Pasal 37 mengenal penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara
ringkas manyangkut, “larangan terhadap penyiksaan, perlakuan
atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup,
dan penahanan semena-mena atau perampasan kebabasan,
Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dar tahanan
dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan
hiukium serta bantuan lainnya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak
anak |lka dilinat darl perspektif yuridis belum mendapatkan
perhatian serius baik cleh pemerintah, penegak hukum maupun
masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang
sebenarnya harus diberikan kepada mereka.

Kondisi inl pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum
mengenal hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
ity sendir. Fakta-fakta sosial yvang belakangan Inl terjadi dalam
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kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan
anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh
berbagal faktor tersebut kita dihadapkan lagl dengan permasalahan
penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak
merupakan tumpuan harapan masa depan masyakarat, bangsa,
negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak,
maka diperlukan periakuan khusus agar dapat tumbuh dan tempat
berkembang secara walar baik fisik dan rohaninya [Prinst, 1953).
Perindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus
dilakukan ocleh seluruh unsur negars kita. Bentuk-bentuk
perlindungan anak inl pun dilakukan dari segala aspek, mulal pada
pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak,
dan penanganan yang tapat melalul peraturan-peraturan yang balk
yang dibuat oleh sebuah negara.

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak-anak
sebagai pelaku selaly menuai kritikan terhadap penegak hukum
karena dinilai tidak mengindahkan tata cara memperlakukan anak
yvang berhadapan dengan hukum, dan kerap diperlakukan layaknya
orang dewasa. Situasi dalam tahanan memberikan beban mentza|
berlipat bagl 51 anak, ditambah lagl tekanan psikologls yang harus
dihadapi selama duduk dalam persidangan sebagai pesakitan.
Proses penghukuman yang diberikan kepada anak fewat sistem
peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam
penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi
pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh kembangmya.
Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam
melakukan kejahatan,

Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perindungan anak
terutama prinsip non diskriminasl yang mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak,
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Slstem Peradilan Pldana Anak telah mengatur secara tegas tentang
keadilan restoratif dan diversi yang bermaksud untuk menghindari
dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat
menghilangkan stigma terhadap anak vang sedang berhadapan
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dengan hukum dan anak dapat kemball ke lingkungan sosial secara
wajar. Selanjutrya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesla Momor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa slstem peradilan
pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
dan kewajiban melaksanakan diversi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ayat
(1] menyebutkan "pada tingkat penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajlb diupayakan
diversi”, ayat (2) "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam hal tindzk pidana yang dilakukamn:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tabun

penjara
2. Bukan merupakan pengulangan indak pidana®

Mamun dalam pelaksanaanmya sistem peradilan pidana
anak di Indonesia masih menghadapi berbagal persoalan. Persoalan
vang ada diantaranya penshanan terhadap anak yang tidak sesual

prosedur, proses peradilan yang panjang mulal dari penyidikan,
penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan

terpldana anak dalam lembaga pemasyarakatan ataw dikembalikan
ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan
trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Dalam hukum positif di
Indonesia anak diartikan sebagail orang yvang belum dewasza
(minderjarig/person under age), orang yang dibawah
umur/keadaan dibawah umur (minderfarig heid/inferiority) atau
blasa disebut Juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan
wall [minderiorige under voordif), Pengertian anak itu sendiri jika
kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukim
dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk
keperluan apa, hal inl juga akan mempengaruhi batasan yang
digunakan untuk menentukan umuranak’.

Hasll studl dari berbagal Lembaga Swadaya Masyarakat
menunjukkan anak yang berhadapan dengan hukum sering

! ilhiilin e PesTRsisgen Srek, Remi Agen L, bikes 2007, HelE
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mempercleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal
telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang
dewasa yang berada dalam situasl yang sama. Mayoritas darl anak
yang berhadapan dengan hukum mengaku telah mengalami tindak
kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang
umurn terjad] vaitu kekerasan fisik berupa tarfnparan dan tendangan,
namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan
seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau
tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal sepert ind terjadi pada
anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan
kesusilaan®,

Selain kekerasan pada fisik dan kekerasan seksual yang
dilakukan pada anak, bentuk kekerazan lain yang teradl yaitu
perampasan Uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga
terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa
anak untuk membersihkan kantor polisi seperti menyapu dan
mengepel, dan membersihkan mobil milik polisi. Perakuan buruk
Juga kadang masih terjadi ketika anak sudah berada dalam tahanan
maupun Lembaga Pemasyarakatan, perlakuan tersebut berupa
pemalakan atau bentuk eksploitas] lainmya. Banyak terdapat kasus
kekerasan semacam ini yang dilakukan oleh para tahanan atau napi
anak dan dewasa sehingga anak sering ditempatkan dalam sel yang
terpisah. Berdasarkan data oleh Departemen Sosial, anak yang
berhadapan dengan hukum diperkirakan berjumiah sekitar 150.000
dan anak-anak sekitar remala yang terlibat peryalahgunaan zat atay
obat berjumlah 120.000. Jumlah ini belum termasuk jumiah
pengguna obat-obatan psikotropik, ecstasy, obat penenang, dan
sebagainya. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini
antara [2in diatur dalam UU Pengadilan Anak yang akhirmya telah
disahkan oleh DPR (Irwanto, 99: 53],

Anzak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu
membutuhkan perlindungan khusus, karena rentan dengan
kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan akan

v e pEmbaharusn - hukum blagasot.cam S I009 e upayi-pEnyel EsalaS
anats hanak_04 himd
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